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sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-
faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kebiasaan
masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan
hukum terhadap pelaku penyelundupan sehingga tidak memberikan efek

jera.

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor

Secara llegal di Indonesia diatur dalam bab tersendiri yang terdiri atas
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13 (Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan,
khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana
penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi
perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah).

. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor
Secara llegal berdasarkan undang-undang kepabeanan, yang mana
ada dua cara penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat
Bea dan Cukai yakni penegakan hukum secara preventif maupun
secara represif. Penegakan hukum secara preventif (pencegahan)
dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan
barang impor sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan
penegakan hukum secara represif adalah menanggulangi kejahatan
setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang impor yaitu dengan

melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan



134

tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara
kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg Majelis hakim menjatuhkan hukuman
terhadap terdakwa Edwar Bin Katik Bagindo dengan pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda
sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini disebabkan tuntutan
dari jaksa penuntut umum sangat rendah dengan meminta terdakwa
dihukum sesuai dengan pasal 104 huruf a dan membebaskan
terdakwa dari pasal 102 huruf d yang awalnya masuk dalam dakwaan
penuntut umum karena unsur-unsurnya telah terpenuhi, kedua dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu aspek yuridis
hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 104 Huruf a
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan serta

mempertimbangkan aspek yang meringankan terdakwa.

. Saran

. Bahwa seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelundupan
impor barang ilegal harus diperberat, karena melihat cara yang
dilakukan penyelundupan ini dilakukan secara terencana selain itu

dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan



135

tersebut, yang mana dampak negatif penyelundupan impor masuk ke
beberapa aspek, antara lain aspek pendapatan negara, aspek
perkembangan industri dalam negeri, aspek Kkesejahteraan
masyarakat, bahkan sampai pada aspek kesehatan masyarakat

. Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terdapat
tindak pidana penyelundupan hakim selain mempertimbangkan
peraturan perundang-undangan yang dilanggar, namun hakim juga
harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hal-hal yang
memberatkan dalam putusan tersebut, seberapa sering pelaku
melakukan tidak pidana penyelundupan dan apakah pelaku berperan
hanya sebagai pengantar barang selundupan atau pelaku juga
merupakan pedagang yang menjual secara langsung terhadap
konsumen.

. Hendaknya pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap
Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi
pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan
berdasarkan konsep “pengembalian kerugian Negara” yang lebih

bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.
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